
 
 
 
 

GUBERNUR SULAWESI BARAT 
 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT 
NOMOR 17 TAHUN 2013 

 
TENTANG 

BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMANGKU 
JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN 

 PEMERINTAHPROVINSI SULAWESI BARAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

Menimbang : a. bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural Eselon I dan Eselon 
II dapat diperpanjang sapai dengan 60 (enam puluh) tahun;  

  b. bahwadalam rangka pembinaan karier dan memberikan kepastian hukum 
batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Barat, perlu mengatur batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil 
yang memangku jabatan struktural Eselon I dan Eselon II di lingkungan 
pemerintah Proinsi Sulawesi Barat; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang batas usia pensiun 
bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural Eselon I dan 
Eselon II di lingkungan pemerintah Proinsi Sulawesi Barat.  

Mengingat       : 1. Undang-Undang Nomor 8  Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3890); 

 2. Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi 
Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana  telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 



 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 51); 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan  
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan  Pegawai Negeri 
Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4194); 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian  Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian  Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

 9. Keputusan Kepala Badan kepegawaian Negara Noor 13 Tahun 2002 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 
tentang Pengangkatan  Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural  
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2002; 

 10. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Noor 424 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Barat. 

 
MEMUTUSKAN : 

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI 
NEGERI SIPIL YANG MEMANGKU JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN 
ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROINSI SULAWESI BARAT. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat; 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah; 
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat. 
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. 



5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang mmenunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan 
organisasi negara. 

6. Pejabat strukktural adalah pejabat yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 
seorang Pegawai Negeri Sipil  dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi  
pemerintahan daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau 
Pejabat Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 
8. Batas Usia Pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai 

Pegawai Negeri Sipil. 
9. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Bapejakat adalah 

badan yang bertugas meberikan pertimbangan kepada Gubernur, antara lain perpanjangan 
batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil  yang memangku jabatan struktural eselon I dan 
eselon II. 

 
BAB II 

BATAS USIA PENSIUN 
Pasal 2 

(1) Pegawai Negeri Sipil  yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat 
sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

(2) Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ditentukan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Pasal 3 
(1) Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon I 

diperpanjang sampai 60 tahun. 
(2) Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon II 

diperpanjang sampai 60 tahun. 
 

BAB III 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 4 
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka : 
1. Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon II yang telah mencapai usia 

56 tahun (lima puluh enam) tahun, maka batas usia pensiunnya dapat diusulkkan untuk 
diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. 

2. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum mencapai usia 56 (lima 
puluh enam) tahun, maka batas usia pensiunnyadapat diusulkkan untuk diperpanjang sampai 
dengan 60 (enam puluh) tahun.  

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 5 

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan 
perpanjangan batas usia Pegawai negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon I dan 
eselon II tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini. 

 
 
 



Pasal 6 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 17 

Ditetapkan di Mamuju 
padatanggal,16 Agustus 2013 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

 ttd 

H. ANWAR ADNAN SALEH 

Diundangkandi Mamuju 
padatanggal,16 Agustus 2013 

 
SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI SULAWESI BARAT, 
 
 
 ttd 

 
H. ISMAIL ZAINUDDIN 


